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KABUPATEN SEMARANG

               KEPUTUSAN KEPALA DESA MENDONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
      PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
     BANTUAN LANGSUNG TUNAI  DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA MENDONGAN,

	Menimbang :

	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa; 
b. [bookmark: _GoBack]bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimagsud dalam huruf a, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;


Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, PembangunanDaerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ( Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor        ); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126 );
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati  Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 82);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83 );
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 41);
22. [bookmark: _Hlk186536440]Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
23. Peraturan Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang   Nomor 03 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Mendongan Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 03).
24. Peraturan Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenagan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mendongan Tahun 2019 Nomor 4).
25. Peraturan Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Mendongan Tahun 2023 Nomor 4); 
26. Peraturan Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang   Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) periode 2019 s/d 2027 (Lembaran Desa Mendongan Tahun 2024 Nomor 03);
27. Peraturan Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mendongan Tahun 2025 (Lembaran Desa Mendongan Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten semarang Nomor 6 tahun 2024 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa MendonganTahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	: Menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampuran yang merubakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA	: Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimagsud pada dictum KESATU diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Mendongan berdasarkan data yang ditetapka oleh Pemerintah.

KETIGA 	: Kreteria penetapan calon keluarga penerima manfat BLT Desa berdasarkan kreteria:
a. kehilangan mata pencaharian;
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia dan /atau;
e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

KEMPAT		       : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimagsud 
diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KELIMA	:Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimagsud dictum KEEMPAT diberikan selama 12 (dua belas) bulan perkeluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai    bulan januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (cash).

KEENAM 	 : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


				Ditetapkan di : Desa Mendongan
				Tanggal 	   : 6 Januari 2025
				KEPALA DESA MENDONGAN





				             YULIANTO

		LAMPIRAN  Keputusan Kepala Desa Mendongan
		Nomor 	: 3 Tahun 2025
		Tanggal	: 6 Januari 2025
		Tentang	: Penetapan Keluarga Penerima 
  Manfaat BLT Desa



DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT 
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

	NO
	NAMA
	L/P
	NIK
	PEKERJAAN
	ALAMAT LENGKAP

	
	
	
	
	
	DUSUN
	RW
	RT

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	SITI MUBAYANAH
	P
	3322085911930002
	WIRASWASTA
	Mendongan
	1
	1

	2
	PARNI
	P
	3322094204560001
	PETANI/PEKEBUN
	Setro
	2
	3

	3
	UMBUK
	P
	3322094405350001
	PETANI/PEKEBUN
	Mendongan
	4
	1

	4
	MARIYATUN
	P
	3322094702790002
	WIRASWASTA
	Mendongan
	2
	1

	5
	RUKIMAN
	L
	3322092003330001
	PETANI/PEKEBUN
	Gondangsari 
	1
	2

	6
	NURFAIZIN
	L
	3322091706000001
	WIRASWASTA
	Gondangsari 
	2
	2

	7
	MARKONAH
	P
	3322096602780001
	PETANI/PEKEBUN
	Setro
	2
	3
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